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ERA HUK

akhimya pemerintah dan Dewan p
dengan kon et
Rakyat (disingkat DPR) sepak'at untuk melakukan pembenahgp, :i';lan
perbankan dengan mereformasl Undang-‘undang Bank Sentra) dencm
harapan agar pcrckonomian dapat pulih kembali, kh“Susnya ; 5:1

a

ankan lebih baik lagt.
pcrb1:1kan i tepatnya pada tanggal 13 Januar;

Pertengahan bulan Januarl g |
pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (disingkat R 9%,

dinilai sangat penting bagi perel‘conomian Indonesia di masa depan, tep,
pada dunia perbankan. RUU dimaksud adala‘h Rancangan Undang-undana
tentang Bank Indonesia (RUUBD) sebagal pengganti Undang‘undang

Nomorl3 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. |
K eberadaan dan peranan bank sentral sangat strategis dan pening

terhadap tatanan perbankan, karena secara makro pgrbankan MeTupakay
salah satu urat nadi perekonomian di suatu negara, sehingga peranan sekt,
aruhi perkembangan Maupun maju mun durny;

perbankan dapat mempeng
bersangkutan. Secara mikro peranan hapy

perekonomian di negara yang u |
sentral sangat menentukan dalam meminimalkan resiko-resiko dan dupi,

perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat dari resiko
Khususnya nasabah dalam bank-bank tersebut. (Fuady, 1999: 118).

Ketika RUU BI sedang dibahas di DPR, telah terjadi kontroversja]
rsebut, baik darl kalangan pemerintah, DPR,

dalam menyikapi RUU te
praktisi, pengamat perbankan, maupun masyarakat secara umum. Sepert

yang disorot oleh Econit (Econit, 1999: 3) bahwa meski dalam RUU, B]
akan menjadi lembaga otonom, yang bebas dari campur tangan pemerintah
ada beberapa bagian yang bisa menyebabkan BI tetap tidak Independen:
salah satu di antaranya adalah tentang gaji dewan gubemur dan
pertanggungjawaban BL : |

Pada bagian lain, setelah RUU BI menjadi Undang-undang Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (disingkat UUBI), yang juga sempat
menjadi kontroversi adalah masalah pengawasan, di mana dalam Undang-
undang BI yang baru Pasal 24 Ayat (1) disebutkan bahwa tugas mengatur
dan z'{lengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas perbankan
yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.

' Dalam hal di atas ada yang menghendaki pengawasan bank tetap
dilakukan o}eh Bank Indonesia, sedangkan di satu pihak ada yang
amzngltl%niakl agar pengawasan dilakukan oleh lembaga yang independen
sgbr i al ada benturan kepentingan (conflict of interest) antara tugas

ebagai leader of last resort dalam memeliharaan nilai rupiah dengat

disi sckarang
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la kepada menteri keuangan yans pada hakikatnya menjadi kegy, dove
pu a4 KCdU«

moneter. : i Paripuma Dew :
Keterangan pemerintah dalam sidang Parip an Pen”akllan

: 113 Januari 1999 4;
) Indonesia pada tangga 1Schyg
Rakyat (disingkat DPR)dalam Undang-undang Nomor 13 Tahup l%gkdi

adanya aspck penting 7 mengenai tugas pokok bank, dap Pagg] g

; lam Pasal :
antaranya dimuat da emerintah, ya
e ngan bank sentral dengan p yang rumusanIlya

mengenal hurl:;l ank Indonesia bukan penanggung Jawab  akhiy darj
membawa @ nilai rupiah, tetapi hanya membantu pemerintah dalag,
terpeliharanya - dan memelihara kestabilan nilal rupiah, serta Mmembyy,
mengatur, menjag rangka mendorong kelancaran  produks; da

: dalam :

pcmznmihnan serfa memperluas kesempa_t_a n kena. Bank Indonesia
peemnjjlnagkan tugas itu berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapky,
m

pemerintah. SelanjL;trllly; (izlz::; neltgfnetapkan kebijaksanaan tersebys

: i ew :
pemcnnlt(z;};( S;Znagtlueza: an tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagaj
bank sentral dalam kaitannya dengan fungsi memelih.ara kestabilan njy;
rupiah serta keterbatasan kewenangan Bank Indones(lia dalzllm mquatur
kebijaksanaan moneter, merupakan pola yang berbeda dari fungsi day
tanggungj awab bank sentral pada umumnya. |

Hal tersebut merupakan salah satu alasan kurang efektifnya
pengendalian moneter. Kelemahan terseput ditambah lagi dengan peranay
Bank Indonesia dalam membiayai kredit program yang seharusnya justry
merupakan tanggung jawab pemerintah, serta tidak adanya batasan dan
kreteria yang jelas mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam
melaksanakan fungsinya sebagai lender of last resort. Selain itu gejolak
moneter yang selanjutnya berkembang menjadi krisis ekonomi yang
mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat, mengisyaratkan perlu
penajaman fungsi dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Beberapa hal tersebut di atas menjadi alasan, sehingga Undang-
undang Bank Indonesia harus dilakukan reformasi atau perubahan. Melalui
pembicaraan dan perdebatan yang cukup panjang, alot, demokratis,
transparan, bahkan pernah mengalami jalan buntu yang kemudian dibawa
ke forum loby tingkat tinggi untuk dibahas dan diambil keputusan, akhimya

prubahan itu dapat dilaksanakan, dengan disetujuinya RUU BI untuk
menjadi UUBL '
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F o ini scluruh jajaran funggio,., .

ws independen 1 —

Dengarl ét:bemur B1 harus lebih dapat mereformasi dirj day e

M tekun, dan professional, yang pa'da gilirinny .

hasilkan prestasi-prcstasi yaug besar dan menakjubkan, Ut i at
meng

onkret agar masyarakat kembal;j p, ,
diharapkan mclakukan(;lfnai);apirbankan Indonesia, yang sempat ;‘::;‘n}'al
kepereayaan tcrhadapba .ai akibat bankir-bankir nakal, yang dan
buruk ellra‘n)Iab ;:]arﬁ melaksanakan fungsi dan tugasnya sebaga; bank
bertanggungjawa bagi kinerja berikutnya, BI perlu melakukan i,

Untuk itu, 'dagk terjadi lagi hal-hal seperti di atas, Sebagy; ¢
peneegahan, agarlt(I ungkinan terjadinya eampur tangan dalam ran
Pcnccgahan.atals { f;lbut perlu discpakati untuk memberi sanks; piday
indgpendensrdB daekepad;l pihak yang melakukan eampur tangan maupu:
Il;zgjailr: :;Elk (;]I sendiri yang tidak menolak/mengabaikan eampuyy tanga
tcrsebutl-(cdua masalah pengawasan, yaitu lembaga yang berWerlang
mengawasi ;aerbankkan nasional, Pada waktu membah.as Masala
pengawasan bank, dalam pembahasan RUU Banllc Sentral di DPR, baik
DPR, BI, maupun pemerintah telah mengglaml deadlock karena a4,
perbt;daar; pendapat yang tajam mengenai pengawasan. Pemerinta
khususnya Departemen Keuangan RI menganggap pengawasan bank haryg
dipisah dari BI, sementara pihak BI dan DPR menganggap pada saat in;
(maksudnya sekitar waktu pembahasan RUUBI) pengawasan bank
sebaiknya tetap di bawah BI.

Alasan pemerintah memisahkan lembaga pengawasan bank kepada
lembaga yang independen dan mememisahkan tugas pengawasan bank dari
Bank Indonesia tersebut, terutama karena terdapat kemungkinan benturan
kepentingan (conflict of interest) antara tugas BI sebagai lender of last
resort dan memelihara nilai rupiah dengan tugas BI sebagai pengawas bank,
Dalam hal penyelamatan bank terdapat kemungkinan bahwa BI terpaksa
memberikan bantuan likuiditas kepada bank dalam fungsinya sebagai lender
of last resort dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan keandalan
sistem pembayaran,

Fungsi lender of last resort inilah yang bila disatukan dengan fungsi
pengawasan bank, serta dibarengi pula dengan perlindungan hukum dapat
memmbylkan distorsi dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
Karena itu pemerintah berpendapat fungsi pengawasan akan dilaksanakan
oleh lembaga pengawas yang akan dibentuk dengan undang-undang sendin.

anggota Dewal
lebih hati-hatl,






{
ERA HUKUM NO. 1/ TIH 6/ JULI 1999

san perbankan (prudential syp,,
firikan bank, “endahnya kualitas bankir, dan sapg.. hfslon).
Mudaluya ment lzcl;mggaf aturan perbankan adalal'l refleksi terabaik:n Um
yang.kabur bagi P Kegagalan pank pada saat ini bukaniap, hasj Mya
prinsip kehati-hatian. et cclama beberapa bulan terajh: 1 ‘_‘an'
kebijakan suku. 'bu:lf:namya telah disemai sejak deregulasi moﬂe;cr $is
perbankan saatt ;:;ns 1983 ImplikaSi nya aturan.-aturan perbankan, ang
a 1a kelompok tertentu, resiko kecukupan modg -

an luar negeri, MAUPUN pengawasan kregiy l’m
apai sasaran (Nugroho, 1999: 6). tuk

mburadulnya pengawasan bank adalah salah satu akar Masalgy
perbarkan yang serius. Ketika b1 B profsional el g ek Yang
bermoral hazard atau bankir yang t'dak. profesiona telah qu adikan Alasap
mengenai ambruknya Pe"bankan’ teta.p i tidak pernah .Igehhat bagaimana
kualitas dan model pengawasan yang diterapkan selama ini.

S pndangan Elvyn G Masassy (Msass, 1999:2)
dak berdayanya bank sefama ini karena dua hal, yakni peluang atay f,,
holes yang terlalu besar dari sisterrf pengawasan dan keﬁdak-konsiStenaﬁ
pelaksanaan sistem itu sendiri, sehingga dalz.lm konteks pengawasan ini
yang semestinya direformasi adalah bagaimana menciptakan Sisten;
supervisi yang memadal. Selanjutnya sistem tersebut dilakukan dengan
tingkat independen yang utuh.

Dalam pandangan Pradjoto, (Pradjoto, 1999: 1) ada lima persoalay
yang menyebabkan kondisi bank tetap tidak stabil (morat-marit). Pertamy
pembenahan solvabilitas tanpa memperhatikan bekerjanya “mesiy»
profitabilitas “bank, sama halnya dengan mengabaikan berlakunya
perbandingan-perbandingan antara biaya operasional, pendapatan bungg,
maupun keuntungan terhadap total aset yang justru penting untuk
menggelr{al:ikan bank di tingkat operasional setelah net worth bank dibenahi

edua, program rekapitalisasi baru saja akan dimulaj .
eatatan stzfltistik BI menunjukkan adanya tinékat kememso?a’rly:lr(lfitl:sell])l;::
yang b'eglFu drastis, dari sekitar Rp 10,8 triliun pada September 1998
menj adlK minus 112,8 triliun pada Januari 1999.
iebitur ;;lgga, r];gm;mbe;ﬁa;} s;ektor rial, termasuk penggiringan para
merosotnya minimum ratiolj of ca O.al; baﬂ_k beh'lm imulal, Repeb
dikenal dengan capital ad pzt.a to risk u_)ezghted assets atau yang

equacy ratio (CAR), tidak hanya terjadi karena

' awa
dan trausparaust dalam Deng

pemberian krcd?t pa
pengendalian pinjarm
kegiatan spekulast; tidak menc



PENGAWASAN TERHADAP BANK
DALAM UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

perubahan lingkungan eksternal tetapi diakib
: tk - -
yang telah meruntuhkan ketentuan ‘Dr“dentia{aba::i g;la oleh perilaku bankir

Kelima, runtubnya prudentiaf -
. , b .
habis-habisan kekuatan lembag anking temnyata telah menghajar

. a Pel‘tahanan kean-l ; :
perbankan atau yang dikenal sebagai financial safety netsanan @ ity
bank seﬁﬁﬁpél}?’éibﬂegﬁmn’ Eh;lsusnya Bank Indonesia, karena fungsi

pengendali kestabilan nilai rupiah tidak i
merupakan fungsi yang paling al rupiah tidak jelas, yang

n 1 fundamental. Hal tersebut seharusnya tidak
boleh terjadi, karena Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang

menye]engg?arakan dan bertanggungjawab atas kebijakan moneter, termasuk
penentuan tmgka? suku bunga (Oppusunggu,1998: 66).

o Dalam sejarah perbankan selama orde baru, posisi BI ternyata tidak
bisa 1r.1depende_n dala_nll melakukan pengawasan, baik dari campur tangan
pemerintah, elit politik, maupun dari kepentingan-kepentingan internal
oknum di BI, seperti adanya kasus pembobolan BI dan rekayasa kredit
likuiditas BI.

Dengan demikian terlepas dari siapa yang akan melakukan
pengawasan terhadap bank yang akan dibentuk nanti, yang perlu diingat dan
diperhatikan adalah nilai independen dari lembaga pengawasan tersebut.
Fungsi pengawasan harus dilaksanakan dengan benar, efektif, efisien, adil
dalam arti tanpa pandangan bulu, dan transparan demi tegaknya hukum
dengan semangat reformasi.

Lembaga pengawas yang terbentuk nanti harus diisi oleh orang-
orang yang berkompeten dengan sumber daya manusia yang potensial,
teruji, bermoral, serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap lembaga
pengawasan. Kehadiran lembaga pengawasan sebagai supervisory board
harus pula didukung dengan budaya dan politik yang lebih kondusif.

IV. PENUTUP

Krisis ekonomi yang terjadi hingga sekarang telah memporak-
porandakan semua sektor, yang berdampak pada sektor perbankan. Krisis
yang bermula dari krisis nilai tukar rupiah atau moneter telah merambah
pada krisis ekonomi, sosial, dan akhimya pada krisis kepercayaan,
Kegagalan mempertahankan nilai tukar dan stabilitas moneter sceara
keseluruhan akibat dari kelemahan sistem dan kelembagaan otontas
moneter. Hal ini berdampak pula pada sektor perbankan yang merupakan
salah satu urat nadi perekonomian bangsa ini.
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